
  

 

 

BUPATI GRESIK 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN BUPATI GRESIK 

NOMOR 54 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2024 

 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA OPERASIONAL 

KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

 TAHUN ANGGARAN 2025 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 

BUPATI GRESIK, 

Menimbang  : a.  bahwa sebagai dasar penentu Standar Harga Satuan 

Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah 

ditetapkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 

2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional 

Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024; 

b. bahwa berdasarkan Surat dari Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Gresik, Nomor : 050/1303/437.73/2024, Perihal : 

Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan 

Operasional Kegiatan APBD TA. 2025, Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik 

Nomor : 050/941/437.44/2024, Perihal : Usulan 

Standar Harga Satuan Biaya Operasional (SBU) 

Kegiatan APBD TA. 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten 

Gresik, Tanggal 09 September 2024, Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,  Nomor : 

050/953/437.80/2024, Perihal : Usulan Standar 

Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan APBD TA. 

2025, Tanggal 19 September 2024, Badan Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
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Gresik, Perihal : Usulan Standar Biaya Umum, Tanggal 

23 September 2024, dan Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik 

Nomor : 050/455/437.74/2024, Perihal : Revisi Usulan 

Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan 

APBD TA. 2025, Tanggal 23 September 2024 dan Dinas 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, 

Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik,     

Nomor : 050/3852/437.59/2024, Perihal : Usulan 

Standar Harga APBD 2025 Disparekrafbudpora,  

Tanggal 23 September 2024 sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Kedua Atas  Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 

tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional 

Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2025; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya 

dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mangubah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi 

Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam 

Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

4.  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5256); 

5.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

6.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

7.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 
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8.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan 

untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6631); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang 

Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6770); 

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standart Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 

124/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan 

Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

224); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 

tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120); 
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15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 

113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam 

Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan 

Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 

2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang 

Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, 

Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 

13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan 

Biaya Pendukung dalam rangka Penyelenggaraan 

Pengadaan Tanah yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 

10/PMK.2/2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.02/2013 tentang 

Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dalam rangka 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 51); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 

tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi 

Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan 

Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala 

Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 811); 
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19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor : 22/PRT/M/2018 tentang 

Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433); 

20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 

tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi 

Pekerja Penerima Upah di lingkungan Pemerintah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1135); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

363); 

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan 

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-

1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 

tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;  

25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 

Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah 

diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 

Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Tahun 2021 

Nomor 13); 
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26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2024 

tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional 

Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten 

Gresik Tahun 2024 Nomor 37) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 

2024  tentang Perubahan Atas  Peraturan Bupati 

Nomor 37 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan 

Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 49);  
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2024 

TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA 

OPERASIONAL KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. 

Pasal  I 

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 

Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya 

Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten 

Gresik Tahun 2024 Nomor 37) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Atas  Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 

tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 

2024 Nomor 49) diubah dengan menambahkan Perangkat 

Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kabupaten Gresik, Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik, Badan 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Gresik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Kabupaten Gresik, Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik, dan 

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, 

Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik sehingga 

berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 
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Pasal  II  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik. 

 

 

Ditetapkan di Gresik 

pada tanggal 24 September 2024                      

 

BUPATI GRESIK 

                             Ttd 

FANDI AKHMAD YANI 

Diundangkan di Gresik 

pada tanggal 24 September 2024 
 

       SEKRETARIS DAERAH 

          KABUPATEN GRESIK, 

 

             Ttd 

 

 Ir. ACHMAD WASHIL M.R., MT. 

 Pembina Utama Muda 

 NIP. 19661027 199803 1 001 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 55 
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LAMPIRAN  

PERATURAN BUPATI GRESIK 

NOMOR 54 TAHUN 2024  

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 

TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA OPERASIONAL 

KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN                   

ANGGARAN 2025 

 

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 

 

KODE 

KOMPONEN 

BEBAN 

URAIAN SPESIFIKASI SATUAN 
BIAYA 

(Rp) 
KET 

1 2 3 4 5 6 

5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 

5.1.02.02.01.

0047.0012 

Jasa Event 

Organizer 

Sewa Stand 

Pameran 

Kegiatan 25.000.000                         Baru 

5.1.02.02.01.

0047.0013 

Jasa Event 

Organizer 

Sewa Stand 

Pameran 

Kegiatan 35.000.000                                Baru 

5.1.02.02.01.

0047.0014 

Jasa Event 

Organizer 

Sewa Stand 

Pameran 

Kegiatan 40.000.000                                Baru 

5.1.02.02.01.

0047.0015 

Jasa Event 

Organizer 

Sewa Stand 

Pameran 

Kegiatan 55.000.000                                Baru 

5.1.02.02.01.

0047.0016 

Jasa Event 

Organizer 

Sewa Stand 

Pameran 

Kegiatan 75.000.000                                Baru 

5.1.02.02.01.

0047.0017 

Jasa Event 

Organizer 

Pameran/Pelak

sanaan 

Kegiatan  

Dekorasi/Sewa 

Panggung, 

Dekorasi 

Backdrop, 

Karpet, Tenda 

Konvensional, 

Skarting 

Meja/Kursi/ 

Dinding, 

Stage/Booth, 

Mini  

Garden, 

Penerangan, 

Aksesoris 

Kegiatan/ 

Kelengkapan 

Elektronik  

Lainnya 

Kegiatan 50.000.000                                Baru 
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KODE 

KOMPONEN 

BEBAN 

URAIAN SPESIFIKASI SATUAN 
BIAYA 

(Rp) 
KET 

1 2 3 4 5 6 

5.1.02.02.01.

0047.0018 

Jasa Event 

Organizer 

Pameran/Pelak

sanaan 

Kegiatan  

Dekorasi/Pemb

uatan Stage, 

Bakcdrop/ 

Dinding 

Multipleks,  

Dekorasi 

Lighting, Sewa 

Pakai Kursi/ 

Meja  

Stand/ 

Assesoris/ 

Entertainment, 

Mini garden, 

Sewa Pakai 

Sound  

system/ 

Elektronik, 

Instalasi 

Listrik/ 

Elektrikal 

system/LAN 

Kegiatan 75.000.000                                Baru 

5.1.02.02.01.

0047.0019 

Jasa Event 

Organizer 

Pameran/Pelak

sanaan 

Kegiatan  

Dekorasi/Sewa 

Ruangan/Boot,

Dekorasi 

Backdrop  

Dinding/ 

Plafond, 

Entertainment 

Multimedia, 

Banner/Karpet

/Cover.  

Mini Garden, 

Penerangan, 

Instalasi 

Listrik/ 

Elektrikal 

system/LAN,  

Operator Man 

Power 

Kegiatan 100.000.000                              Baru 

5.1.02.02.01.

0047.0020 

Jasa Event 

Organizer 

Pameran/Pelak

sanaan 

Kegiatan  

Dekorasi/Sewa 

Stand/ 

Panggung/ 

Booth/Tenda 

Konvensional,  

Aksesoris 

dekorasi 

Ruangan/ 

Partisi, 

Backdrop,  

Kegiatan 150.000.000                              Baru 
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KODE 

KOMPONEN 

BEBAN 

URAIAN SPESIFIKASI SATUAN 
BIAYA 

(Rp) 
KET 

1 2 3 4 5 6 

Karpet/Cover/ 

Banner, 

Perangkat  

Elektronik/ 

SoundSystem/ 

TV/Multimedi/ 

Conference/ 

Streaming,  

Lighting, 

Genset, Wiring 

Kabel 

Listrik/LAN/ 

WAN, 

Fotographer/  

Dokumentasi, 

Show 

Entertainment, 

Hiasan 

Tanaman segar 

dan  

Operator Man 

Power 

5.1.02.02.01.

0047.0021 

Jasa Event 

Organizer 

Pameran/Pelak

sanaan 

Kegiatan  

Pelaksanaan 

Kegiatan/ 

Dekorasi/Sewa 

Stand/  

Panggung/ 

Booth/Tenda 

Konvensional, 

Dekorasi  

Panggung/Akse

soris Ornamen, 

Layar 

Videotron, Mini  

Garden/ 

Dekorasi 

Tanaman, 

Multimedia 

Sistem, 

Perangkat  

Elektronik/ 

Soundsysyem, 

Dokumentasi/ 

Video, Lightning 

System,  

Kelengkapan 

Elektronik 

Lainnya, Man 

Power 

Management 

Kegiatan 200.000.000                              Baru 



- 12 - 

KODE 

KOMPONEN 

BEBAN 

URAIAN SPESIFIKASI SATUAN 
BIAYA 

(Rp) 
KET 

1 2 3 4 5 6 

5.1.02.02.01.

0047.0022 

Jasa Event 

Organizer 

Pameran/Pelak

sanaan 

Kegiatan  

Paket Produksi 

(Panggung + 

Ringging, 

Genset, 

Lighting, Sound 

System, 

dekorasi, 

Taman) 

Paket 45.000.000                                Baru 

5.1.02.02.01.

0047.0023 

Jasa Event 

Organizer 

Pameran/Pelak

sanaan 

Kegiatan  

Paket 

Multimedia 

(Design, 

Dokumentasi, 

Show Director, 

Tenda FOH, 

Meja FOH, 

Kursi FOH, 

Level FOH) 

Paket 10.000.000                                Baru 

5.1.02.02.01.

0047.0024 

Jasa Event 

Organizer 

Pameran/Pelak

sanaan 

Kegiatan  

Paket Event 

(Panggung + 

Ringging, 

Genset, 

Lighting, Sound 

System, 

Dekorasi, 

Taman, Design, 

Dokumentasi, 

Tenda FOH, 

Meja FOH, 

Kursi FOH, 

Level FOH, 

Tenda VIP, 

Round Table, 

Kursi Banquet 

Cover, Karpet, 

Meja Registrasi, 

MC, Jasa 

Kesenian, Man 

Power, Logistik) 

Paket 85.000.000                                Baru 

5.1.02.02.01.

0047.0025 

Jasa Event 

Organizer 

Pameran/Pelak

sanaan 

Kegiatan temu 

bisnis/Gathering 

Dekorasi/Sewa 

Ruangan/Boot,

Dekorasi 

Backdrop 

Dinding/ 

Plafond, 

Entertainment 

Multimedia, 

Banner/Karpet

/Coner, Mini 

Garden, 

Penerangan, 

Instalasi 

Listrik/Elektrik

al System/LAN, 

Operator Man 

Power 

Paket 100.000.000 Baru 
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KODE 

KOMPONEN 

BEBAN 

URAIAN SPESIFIKASI SATUAN 
BIAYA 

(Rp) 
KET 

1 2 3 4 5 6 

5.1.02.02.01.0064  Belanja Paket/Pengiriman 

5.1.02.02.01.

0064.0106 

Jasa 

Penyampaian 

Surat Tagihan 

Pajak PKB dan 

BBNKB 

Surat 

Perpajakan 

Lembar 1.500 Baru 

 

KODE 

KOMPONEN 

BEBAN 

URAIAN SPESIFIKASI SATUAN 
BIAYA 

(Rp) 
KET 

1 2 3 4 5 6 

5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 

5.1.02.02.01.

0073.0002 

Biaya Medical 

Check Up 

Uji Kesehatan 

Pengangkatan 

CPNS dan PNS 

Orang  477.000 Berubah 

 

KODE 

KOMPONEN 

BEBAN 

URAIAN SPESIFIKASI SATUAN 
BIAYA 

(Rp) 
KET 

1 2 3 4 5 6 

5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 

5.1.02.02.02.

0006.0004 

Iuran Jaminan 

Ketenagakerja 

an 

Jaminan 

Kecelakaan 

Kerja (RT/ 

RW/BPD) 

Orang/ 

Bulan 

4.800  Berubah  

 

KODE 

KOMPONEN 

BEBAN 

URAIAN SPESIFIKASI SATUAN 
BIAYA 

(Rp) 
KET 

1 2 3 4 5 6 

5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja bagi Non ASN 

5.1.02.02.02.

0007.0002 

Iuran Jaminan 

Ketenagakerja 

an 

Jaminan 

Kematian Kerja 

(RT/RW/BPD) 

Orang/ 

Bulan 

6.000  Berubah  

 

KODE 

KOMPONEN 

BEBAN 

URAIAN SPESIFIKASI SATUAN 
BIAYA 

(Rp) 
KET 

1 2 3 4 5 6 

5.1.02.02.12.0001  Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 

5.1.02.02.12.

0001.0006 

Biaya Kegiatan  

ASDEKSI  

Dilaksanakan 

oleh pihak lain 

Orang  5.500.000  Baru  
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KODE 

KOMPONEN 

BEBAN 

URAIAN SPESIFIKASI SATUAN 
BIAYA 

(Rp) 
KET 

1 2 3 4 5 6 

5.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan 

5.1.02.02.12.

0004.0024   

Biaya Seleksi 

Pengembangan 

Karir ASN 

Penyelenggara  

an Seleksi 

dengan Metode 

CAT BKN 

Orang 150.000 Baru  

5.1.02.02.12.

0004.0025   

Biaya 

Penyelenggara 

an 

pelatihan 

fungsional 

Assessor SDM 

Aparatur 

Penyelenggara 

BKN 

Orang 13.288.000 Baru  

5.1.02.02.12.

0004.0026   

Biaya Penilaian 

kompetensi 

pegawai 

dan/atau 

calon pegawai 

Aparatur Sipil 

Negara 

Metode 

Penilaian BKN 

Orang 590.000 Baru  

 

KODE 

KOMPONEN 

BEBAN 

URAIAN SPESIFIKASI SATUAN 
BIAYA 

(Rp) 
KET 

1 2 3 4 5 6 

5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 

5.1.02.05.01.

0002.0207 

Reward Wajib 

Pajak Patuh 

Pajak PKB dan 

BBNKB 

Wajib Pajak Orang 35.000.000 Baru  

 

BUPATI GRESIK, 

Ttd 

FANDI AKHMAD YANI 

 

 

 


